
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

: a. bahwa dalam rangka menlngkatkan serta mewujudkan peran lndustri 
Kool Menengah (IKM) dalam mengembangkan usaha, dipandang1pcrtu 
mengalokaslkan bantuan pe,1cuatan modal berupa dana bergulir bag! 
IKM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kepulauan Slau Tagulandang Biaro; 

b. bahwa untuk kelancaran dan akuntabllltas· pengelolaan bantuan 
perkuatan � IKM perio actanya upaya untuk mengcmbangkan 
keglatan usahanya; 

c. bahwa beroasaritan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud pada hurur 
a dan huruf b di atas, pertu dltetapkan dengan Peraturan Dopatl 
Kepulauan 9au Tagulandang Biaro. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 tertang Perlndustrlan 
(Lembaran Negara Republlk indl:>ne9a Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3274); 

2. Undang-tJndang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kedl 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3611); 

3. Undang-Undang Norn()( 28 Tahon 1999 tentang Peoyelenggaraan 
Negara val"lg Berslh dan Bebas dar1 Korupsl, Kolusl, dan NepoUsme 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahon 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indooesla Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2003 tentang l<euangan Negara 
(Lembaran Negara RepublJk Indonesia TatU'l 2003 Nomoc 47, 
Tambah.ln Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4286); 

s. Undar'l!l-Undang Nomor 1 Tahoo 2004 tentang Perl>endaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Non'qf SJ, 
Tambahan Lembaran Negara Repubnk Indonesia Nomor 1355); 

BUPATl KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 
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6. Undang-Undang Non\Or 15 Tahun 2004 tentang Pemefiksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
{Lembaran Negara Republik lndooesla Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebagalmana telah beberapa ka!I diubah terakhlr deogan Undang· 
Unclang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro d1 Pryvlnsi SUiawesi 
Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahon 2007 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Hornor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan 
Retrlbusl Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia NOITlOf 
5038); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 523'1); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tent.ing Pemblnaan clan 
Pengembangan Usaha Kecl1 {Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 19913" Nomor '16, Tambahan Lembaran Negara Repobl!k 
Indonesia Nomor 37'13); 

14. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonelsa Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ\k Indonesia Nomor 
4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provins! dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik [ndonelsa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Repoblik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Repobllk Tndoflesla Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republ!k Indonesia Nomor 
'1741); 

17. Peraturan Menteri Dalam Neget1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagalmana telah diubah 
dengan Peraturan Menter1 Oalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan At.as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
telah dlubah kemball dengan Peraturan Menter\ Dalani Negefi Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 



Dalam Negerl NOITIOf' 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Peogelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menter! Dalam Negerl NomO< 15 tahun 2006 tentang 
JenlS dan Bentuk Produk Hukum Oaerah; 

19. Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang 
Organlsasl dan Tata Kerja Oinas Oaerah Kabupaten Kepulauan 
Siau Tagulandang Biaro (Lemba�n Daerah Kabupaten Kepu!auan 
Slau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 5). Sebagaimana 
tetah diubah deogan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Organlsasl dan Tata Kerja Dinas Oaerah 
Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Blaro (lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Blaro Tahun 2010 Nomor 
6). 

Dalam Peraturan Bupati inl yang dlmaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Keputauan Slau Tagulandang Blaro; 
b. Pemenntah oaerah ada!ah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagal unsure 

penyelenggara Pemerlntah oaerah; 
c. Kepala Oaerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 
d. Dana Perkuatan Modal Dana Bergullr adalah dana yang berasat darl Pemerintah 

oaerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Kepulauan Slau Tagulandang Blaro Tahun 2011, pada Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah yang dlberlkan kepada Industn Keen Menengah. 

e. lndustr1 Keel! Menengah adalah keglatan ekonoml yang dllakukan oleh perorangan 
atau Sadan Usaha, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk 
diusahakan secara komerslal. 

f. Dlnas Perlndustrlan Perdagangan dan Koperasl ada!ah Lembaga atau Instansl 
Pemenntah yang dlberl tugas untuk melaksanakan pemblnaan dibldang industri, 
melaksanak.an seleksl, blmblngan terhadap pengelolaan bantuan modal dana 
bergullr bagl tndustrt Kedl Menengah (IKM) 

g. Rekenlng khusus adalah Rekenlng Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagulandang Biaro. Unb.Jk menampung dan menylmpan dana angsuran 
Pengemballan Plnjaman darl Jndustrl Keen Menengah (IKM) sebagal dana bergu!!r. 

Seleksi terhadap IKM c.alon penerlma dana bergullr dllakukan oleh Dlnas Pertndustr1an 
Perdagangan dan Koperasl Kabupaten Kepulauan Slau Tagulndang Blaro yang mellputl: 
a. Menerlma dan menelltl berl<as permohonan dar1 !KM caloo penertma bantuan ; 

Pasal 5 

BAB JV 
SELEKSI IKM PENERIMA DANA 

Industrt Kecit Menengah (!KM) caton penerima dana perkuatan berupa dana bergulir 
wajib memenuhl syarat sebagal berikut: 
a. Mengelolah usaha produktif dan mem!llkl potensl untuk dlkembangkan ; 
b. Pelaku lndustrl KecH Menengah (!KM) bersedla bertanggung Jawab terhadap 

pengelolaan dan penggambllan dana tersebut; 
c. Mentaatl persyaratan dan tata cara pengambllan dengan pola bergullr sebagalmana 

dlatur dalam Peraturan Bupati lnl ; 
d. MengaJukan Proposal kepada Kepala Dlnas Perindustnan Perdagangan dan Koperasl 

Kabupaten Kepulauan srau Tagulandang BJaro. 

Pasal 4 

BABll 
TUJUAN DAN SASARAN 

BAB III 
PERSYARATAN JNDUSTRI KECIL MENENGAH CALON PENERJMA DANA 

TUJUAN 

Pasal 2 

Sasaran bantuan perkuatan dana bergutlr pengembangan lndustrt Kecll menengah 
( IKM ) adalah : 
a. TerwuJudnya penlngkatan modal kerja bagl Industn Kedl Menengah (!KM) yang 

memillld potenSi untuk dikembangkan namon rnasih kekurangan modal ; 
b. Terwujudnya penlngkatan kwantitas dan kualitas produk tndustri Kecil Menengah 

(lKM) yang memenuhl standard kebutuhan pasar ; 
c. Terwujudnya pelaku lndustri Kedl Meneogah (!KM) yang memilikl daya tumbuh 

yang besar dan kompetttif. 

SASARAN 

Pasal 3 

Tujuan penyelenggaraan banb.Jan perkuatan modal berupa dana bergulir bagi Industri 
KecH Meoengah (IKM) adalah : 
a. Mengembangkan pemberdayaan Industrl Kecll Menengah (IKM) melatur pemberian 

modal kerja dalam bentuk dana bergullr ; 
b. Mendorong para pelaku lndustn Kee.ii Menengah (IKM) untuk tumbuh dan 

berkembang ; 
c. Menlngkatkan pendapatan dan kesejateraan masyarakat melalul pengembangan 

Jndustri Kedl Menengah (IKM). 

MEMUTUSKAN : 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAl<SANMN 
BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGUUR BAGI 
INDUSTRl KECIL MENENGAH (!KM) Dl KABUPATEN 
KEPULAUAN SIAU TAGUlANDANG BIARO. 

Menetapkan 



b. Melapori:an ha:511 selekSI IKM kepada Bupatl Kepulauan Siau Tagulandang Siaro 
untuk ditetapkan sebagal !KM Penerima Bantuan Perkuat.an Modal Dana Bergulir. 

BABV 
DANA BERGULIR 

Pasal 6 

(l)Besamva dana perkuatan modal berupa dana bergulir yang diberlkan kepada IKM 
ditat.a pada Pengeluaran Pemblayaan Oaerah Kabupaten Kepu1auan Siau 
Tagulandang Biaro ; 

(2)Penyaluran Dana Bergullr Tahun Anggaran 2011 yang dlsedlakan Pcrnerint.ah 
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro d1berlkan kepada !KM dan setelah 
IKM diseleksl oleh Dinas Perindustrlan Perdagangan dan Koperasl ; 

(3) Per,dapatan bunga dart Bantuan Perkuatan Modal berupa dana bergullr menja<ll 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dart Pene:rimaan Hasll Kekayaan 
oaerah yang dlpisahkan. 

MEKANISME PENCAIRAN 

Pasal 7 

Mekanisme pencairan bantuan perkuatan dilaksanakan dengan tahapan sebagal berlkut 

(1) !KM penerima bantuan perkuatan tersebut mengajukan permohOnan pencalran dana 
perkuatan dengan melampirkan : 
a.SUsunan pengurus TKM yang diketahul oleh Kepala Dlnas Perlndustrian 

Peroagangan dan Kopcrasl Kabupaten Kepulauan Siau Tagu\andang Biaro ; 
b.Melaksanakan keglatan lndustr1 produktlf sesual degan ketentuan yang berlaku; 
c. Kwltansl penenmaan dana ; 
d.Membuka rekenlng atas nama !KM penerlma bantuan pada Bank yang dltunjuk. 

(2) WaJib menanda tangani naskah perjanjlan ; 
(3) Bendahara menelltl kelengkapan dokumen dan pengajukan pembayaran kepada Kas 

oaerah; 
(4)Bantuan perkuatan modal berupa dana bergul1r dlsalurkan melalu1 rekenlng Tl<M di 

Bank yang dltunjuk. 

PERMANFAATAN DANA PERKUATAN, 
MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PEMANFAATAN SUNGA 

Pasal 8 

untuk industr1 l<edl Menengah : 
a. Minimal 90% dlpergunakan untuk modal kerja atau untuk pengembangan usaha 
b. Maximal 10% dlpergunakan untuk Invest.as! ; 
c. Pengelolaan dana bergulir oleh TKM dlbukukan tel"Sl?ndlrl ; 
d. Industr1 Kedl Menengah (IKM) terpl!lh wajlb mengangsur pengemballan Dana 

Perkuatan 4 % (empat) per tahun; 
e. Pembayaran bunga ditakukan secara bulanan ; 
f. AngsUran pokok dan pembayaran bunga dlmulal pada tahun Pertama bulan ke 6 

setelah dana dlealrtan ; 
g. Angsuran pokok dan pembayaran bunga dikemba!ikan selama Jangka waktu 3 

tahun, pada Rekenlng l<as Umum Oaerah: 013.01.12.000001-0 

BAB VI 
KEWAllBAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (D(M) 

Pasal 9 

Da1am pengelolaan usaha, Industr1 Kedl Menengah (IKM) dtwajlbkan untuk : 
a. Membuat laporan keuangan setlap bulan clan melaporkan kepada Kepa!a Dlnas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasl Kabupaten Keputauan Slau Tagu1andang Biaro; 
b. Menyelanggarakan audit tahun buku; 
c. Menekan tlngkat kemac.etan pinjaman d! bawah 2 %. 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INDUSTRI KEOL MENENGAH (IKM) 

Pasal 10 

Tanggung Jawab lndustrl Kee.JI Menengah adalah : • 
a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana bantuan perkuatan yang d1terima dan 

d\pergunakan sesual dengan peruntukan; 
b. Bertanggung jawab at.as pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir; 
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan bergullran sesuai dengan mekanisme yang 

ditetapkan. 

BAB VII 
BANK PELAKSANA 

Pasal 11 

Bank Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dlnas Perlndustrlan Perdogangan dan Koperasi 
Kabupatefl Kepulauan Slau Tagulandang Biaro sebaga! Bank yang membantu dalam 
melaksanakan program dana perkuatan. 

BAB VIII 
MONITORING, EVALUASI DANA PENGENDAUAN 

Pasal 12 

(1) Dlnas Perlndustrian Perdagangan dan l<operasl Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang 
Blaro setlap bulan melaksanakan monitoring, evaluasl dan pengendallan perkembangan 
pelaksanaan keglatan Usaha Slmpan plnjam; 

(2) Dlnas Pet1ndustr1an Perdagangan dan Koperasl Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang 
Blaro dapat memlnta laporan setlap bulan mengenal perkembangan keglatan Usaha 
Slmpan Plnjam, clan usaha lalnnya yallQ dlkelolah oleh Tndustri Kecll Menengah (IKM) 
pener1ma bantuan perkuatan Modal. 



: a. bahwa dalam rangka mengantlslpaSI ancaman terhadap 
lntegritas Naslonal dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik lndooeSla, per1u dilaksanakan deteksl dlnJ dan 
pe,ingatan din! di Daerah; 

b. bahwa untuk penyelenggaraan Otonomt, daerah mempunyai 
kewajiban mellndungl masyarakat,. menjaga persatuan, 
kesatuan dan kerulrunan naslonal serta keutuhan oegara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

c. bahwa Komunitas lntelijen Daerah ( KOMINOA) yang dibentuk 
berdasarkan lnstruksl Presiden Nomor S Tahun 2006 Jucnto 
Peraturan Menteti Oa1am Negerl Nomor 11 Tahun 2006 yang 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomo( 11 Tahun 2006 tentang Komunitas 
fntelijen Daerah, adalah Forum Komuoilcasi dan koordlnasl 
unsur lntelijen dan unsur Pimplnan Dacrah Provins! clan 
KabupatenJl(ota; 

d. bahwa berdasartan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
ceca huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapl<an 
dcngan Peraturan Bopati Kepulauan Siau Tagulanclang Biaro. 

1. Undang·Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentmg Kepollslan 
Negara Republlk lndooesia (Lembaran Negara Republik 
Jndooesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4168); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULA.UAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTEWEN DAERAH 
{KOMINOA) 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULA.NDANG BIA.RO 

BUPATJ KEPULAUAN SJAU TAGULANDANG BJARO 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 
NOMOR: 52 TAHUN 2011 

TENT ANG 

Meng!ngat 

Menlmbang 

., 

IT 

2011 
Ditctapkan dl Ondong Siau 
pada tanggal 5 De::iember 

Oiundangkan di Qndong Siau 
5 Deaember 2011 

S DAERAH 

Pasal 14 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

BERITA OAERAH KABUPATEN KEPUlAUAN SIAU TAGUlANOANG BlARO TAHUN 2011 NOMOR 

Peraturan Bupati lni mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap ora� 
· · tah"·• perqonoancan dengan penempatannya dalam Bcnta mengetahuinya, memenn ""'' · .,. . 

Daerah Kabupaten Kepu1auan Siau Tagulandang Biaro. 

BAB IX 
SANKSI 
Pasal 13 

-- n dan xccerasr Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro Dinas Perindustrian r"" --,:ianga ""'"' " 
befwenang mencabut dan memlndahkan hak pengelolaan dan hak perguliran bantuan yang 

. ka , ...... �,. lndustrt Kecil Meoengah dalam hal IKM yang bcrsangkutan tldak telah d1berl n .. .,...... 
•-·Iman" dlmaksud dalam Pasal 9 dan Pasa1 10 Peraturan lnl. melaksanakan ketentuan se......,,., • ... 

,' 


